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Abstrak

Perhatian para feminis Indonesia cenderung beralih pada masalah kekerasan daripada mempersoalkan diskriminasi jender atau diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Feminis Indonesia, penekanan pada wacana ‘kekerasan’ terhadap perempuan dan kriminalisasi terhadap kekerasan akan menghapuskan diskriminasi jender. Pergeseran wacana ini terjadi disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (catatan pembahas). Faktor eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pergeseran wacana tersebut adalah Deklarasi PBB tentang “Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”, yang menurut peneliti, dikeluarkan untuk ‘mengubah’ wacana ‘diskriminasi’ (di dalam CEDAW  yang  dianggap  ‘gagal’  mengurangi  praktek  diskriminasi  dan  kekerasan terhadap perempuan) menjadi ‘kekerasan’ terhadap perempuan. Faktor internal dipengaruhi oleh pendapat seorang feminis Indonesia tentang wacana ‘kekerasan’ yang kurang mendapat perhatian di Indonesia
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1.   Pendahuluan
Peneliti ‘Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat Kesetaraan Jender’ beranggapan bahwa setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perhatian para feminis Indonesia cenderung beralih pada masalah kekerasan daripada mempersoalkan diskriminasi jender atau diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Feminis Indonesia, penekanan pada wacana ‘kekerasan’ terhadap perempuan dan kriminalisasi terhadap kekerasan akan menghapuskan diskriminasi jender – sebuah pemikiran yang tidak disetujui oleh peneliti.
Pergeseran wacana ini terjadi disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (catatan pembahas). Faktor eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pergeseran wacana tersebut adalah Deklarasi PBB tentang “Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”, yang menurut peneliti, dikeluarkan untuk ‘mengubah’ wacana ‘diskriminasi’ (di dalam CEDAW  yang  dianggap  ‘gagal’  mengurangi  praktek  diskriminasi  dan  kekerasan terhadap perempuan) menjadi ‘kekerasan’ terhadap perempuan. Faktor internal dipengaruhi oleh pendapat seorang feminis Indonesia tentang wacana ‘kekerasan’ yang kurang mendapat perhatian di Indonesia, dan wacana tersebut harusnya mulai dikemukakan. Pandangan ini kemudian mendapat gayung bersambut dari Komnas Perempuan dan  para Feminis Indonesia melalui laporan kerja, hasil penelitian maupun draft akademis untuk usulan sebuah undang-undang. Pergeseran ini semakin ‘menguat’ dengan dikeluarkannya UUPKDRT. Peneliti juga berkesimpulan bahwa akibat dikeluarkannya Deklarasi PBB tentang “Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan” dan diundangkannya UUPKDRT menyebabkan konsep diskriminasi menjadi semakin tidak dipahami dan berhenti menjadi konsep yang abstrak.
Pembahas berpendapat bahwa terjadinya pergeseran wacana kemungkinan disebabkan oleh    keterbatasan    atau    ketidakmampuan    dalam    memahami    dan    menjabarkan
‘pengetahuan’ tentang wacana diskriminasi ke dalam hukum positip Indonesia. Persoalan kemampuan ini akan mempengaruhi pembentukan hukum positip. Jika membandingkan dengan negara lain, misalnya Australia, yang memiliki Undang-Undang anti diskriminasi (di tingkat Federal maupun di setiap negara bagian), maka persoalannya tidak lagi faktor eksternal dari PBB yang telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, tetapi lebih  kepada persoalan internal pemerintah,  masyarakat (termasuk feminis Indonesia) dalam memahami dan menjabarkan ‘pengetahuan’ tentang wacana
‘diskriminasi’ ke dalam hukum positip Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pembahasan  hasil  penelitian  akan  dilakukan  menjadi  dua bagian.   Bagian   pertama   adalah   pembahasan   terhadap   konsep   diskriminasi   yang
1 Disampaikan dalam Seminar tentang ‘Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat Kesetaraan Jender’, yang diadakan dalam rangka diseminasi hasil penelitian tentang ‘Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat Kesetaraan Jender’ diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika soegijapranata, Selasa, 11
November 2014.
2 Dosen Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

seharusnya tidak berhenti menjadi konsep yang abstrak karena dalam kenyataannya konsep ini telah berkembang tidak hanya dipahami sebagai diskriminasi yang bersifat tunggal tetapi lebih bersifat multi atau saling silang atau intersectional discrimination. Kemudian, bagian kedua lebih bersifat teknis pada tata cara penulisan dan substansi hasil penelitian.
2.   Diskriminasi: Konsep yang abstrak?
Apabila hukum dianggap sebagai sebuah wacana atau   pengetahuan, seperti yang dinyatakan oleh Carol Smart, maka hal ini akan berkaitan erat dengan kemampuan untuk melihat pengalaman perempuan yang terdiskriminasi (dan akibat dari diskriminasi itu sendiri yang meliputi: subordinasi, marginalisasi, beban ganda, pelabelan negatif dan kekerasan3)  sebagai  sebuah  pengetahuan  yang  hendak  dimasukkan  ke  dalam  ranah hukum. Jika dikaitkan dengan pendapat peneliti yang menyatakan bahwa feminis Indonesia cenderung menganggap diskriminasi sebagai sebuah konsep yang abstrak (lihat hal 25) sebenarnya menunjukkan kemampuan dari para feminis Indonesia dalam memahami dan menjabarkan wacana dan pengetahuan tentang diskriminasi ke dalam suatu pengertian yang lebih konkrit dan praktis untuk diterapkan.4  Dengan demikian, kemampuan   memahami   konsep   diskriminasi   menjadi   penting   sebagai   sebuah
‘pengetahuan’ yang diperlukan untuk menjabarkan dan mengatur konsep diskriminasi ke
dalam hukum positip, sehingga diskriminasi tidak lagi menjadi konsep yang abstrak.
CEDAW telah memberi pengertian apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan   terhadap   Perempuan   mendefinisikan   diskriminasi   terhadap   perempuan sebagai:
“Setiap  pembedaan,  pengucilan  atau  pembatasan  yang  dibuat  berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan   pengakuan,   penikmatan   atau   penggunaan   hak-hak   asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.
CEDAW mengakui semua bentuk diskriminasi, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung.5 Diskriminasi dikatakan bersifat langsung,  jika bertujuan untuk menghapuskan
3 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1999, hal. 12
4 Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Peneliti, sebenarnya Feminis Indonesia sudah melakukan advokasi, fasilitasi dan kajian berdasarkan realitas sosial dengan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lihat Louisa Maria Magdalena Gandi-Lapian, ‘Penelitian Pemahaman dan Implementasi Pasal 11 Konvensi Wanita’ dalam Sulistyowati Irianto dan Achie sudiarti Luhulima, Kisah Perjalanan panjang Konvensi Wanita di Indonesia,
(Yayasan Obor dan Kelompok Kerja Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia,
2004), hal.40-104; Selain itu, banyak literatur dan materi pelatihan gender yang ada di Indonesia telah menggunakan wacana diskriminasi gender sebagai penyebab perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan. Lihat Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1999, hal. 12 ; Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA, Bunga rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA, 2003), hal. 42-45.
5 Simone Cusack dan Lisa Pusey, ‘CEDAW and the Rights to Non-Discrimination and Equality’ (2013)
Melbourne Journal of International Law 14, 59-61.

atau meniadakan hak-hak perempuan. Diskriminasi bersifat tidak langsung terjadi apabila terdapat sebuah peraturan, kebijakan, program atau praktek yang tampaknya netral dalam hubungannya dengan relasi laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki akibat yang mendiskriminasikan terhadap perempuan di segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya, baik yang terjadi di ranah public atau privat, baik yang dilakukan oleh negara maupun non-negara.6
Mewujudkan wacana diskriminasi ke dalam hukum positip tidaklah mustahil. Banyak negara yang telah melakukannya, misalnya Australia. Australia memiliki empat undang- undang   anti   diskriminasi   yang   terpisah   di   tingkat   Federal,   yaitu:   the   Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (RDA)7; the Sex Discrimination Act 1984 (Cth) (SDA)8; the Disability Discrimination Act1992 (Cth) (DDA)9; and the Age Discrimination Act
2004 (Cth)10 (ADA).11
CEDAW ternyata menjadi alasan utama bagi pemerintah Australia untuk menerbitkan salah satu undang-undangnya, yaitu the Sex Discrimination Act 1984 (Cth).12  Alasan yang lain adalah demi kepentingan seluruh rakyat Australia, semua bentuk diskriminasi sex tidak bisa diterima dan harus dilarang oleh undang-undang.13  Prinsip diskriminasi langsung  dan  tidak  langsung  yang  diatur  dalam  CEDAW  juga  diterapkan  dalam
6 Ibid.
7 The Racial Discrimination Act 1975 gives effect to Australia's obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Its major objectives are to promote equality before the law for all persons, regardless of their race, colour or national or ethnic origin, and make discrimination against people on the basis of their race, colour, descent or national or ethnic origin unlawful.
8 The Sex Discrimination Act 1984 gives effect to Australia's obligations under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and certain aspects of the International Labour Organisation (ILO) Convention 156. Its major objectives are to promote equality between men and women eliminate discrimination on the basis of sex, marital status or pregnancy and, with respect to dismissals, family
responsibilities, and eliminate sexual harassment at work, in educational institutions, in the provision of goods
and services, in the provision of accommodation and the delivery of Commonwealth programs.
9 The Disability Discrimination Act 1992 has as its major objectives to eliminate discrimination against people with disabilities promote community acceptance of the principle that people with disabilities have the same fundamental rights as all members of the community, and ensure as far as practicable that people with disabilities have the same rights to equality before the law as other people in the community.
10 The Age Discrimination Act 2004 helps to ensure that people are not treated less favourably on the ground of
age in various areas of public life including:employment, provision of goods and services, education administration of Commonwealth laws and programs.
11 Julia Mansour, Consolidation of Australian Anti-Discrimination Laws: An Intersectional Perspective (2012)
21(2) Griffith Law Review 533, 533-6. Selain undang-undang anti diskriminasi tersebut, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di tingkat Federal, seperti the Australian Human
Rights Commission Act 1986 (Cth), the Fair Work Act 2009 (Cth) and the Equal Opportunity for Women in the Workplace Act 1999 (Cth). Australia juga memiliki Equality Act baik di tingkat Federal dan setiap negara bagian.
12 The objects of this Act are: (a) to give effect to certain provisions of the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and to provisions of other relevant international instruments; and (b) to eliminate, so far as is possible, discrimination against persons on the ground of sex, marital status, pregnancy or potential pregnancy or breastfeeding in the areas of work, accommodation, education, the provision of goods, facilities and services, the disposal of land, the activities of clubs and
the administration of Commonwealth laws and programs; and (ba) to eliminate, so far as possible, discrimination on the ground of family responsibilities in the area of work; and (c) to eliminate, so far as is possible, discrimination involving sexual harassment in the workplace, in educational institutions and in other areas of public activity; and (d) to promote recognition and acceptance within the community
of the principle of the equality of men and women.
13 Julia Mansour, op.cit.

perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Australia. Salah satu contoh adalah Pasal 1414  dan 1515  dalam the Age Discrimination Act 2004 (Cth). Kedua pasal ini merupakan bentuk nyata pemahaman atas wacana atau pengetahuan tentang diskriminasi yang diamanatkan oleh CEDAW.
Seperti halnya berlakunya hukum positip di berbagai negara (termasuk Indonesia dengan UU PKDRT16), hasil yang diharapkan tidak selalu memuaskan. Komitmen terhadap gerakan anti diskriminasi ini sudah dilakukan 20 (dua puluh) tahun yang lalu, namun demikian ketidaksetaraan masih dirasakan oleh perempuan di Australia, baik dalam hal penghasilan, posisi pekerjaan dan yang lain. Kemiskinan, khususnya bagi mereka yang berusia lanjut tetap menjadi masalah yang perlu mendapatkan penyelesaian. Perempuan Australia juga merasa masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman serangan atau kejahatan seks dan kekerasan dalam rumah tangga.17
Sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan seluruh undang-undang anti diskriminasi  yang  ada  dan  juga mengurangi  biaya  operasional,  pemerintah  Australia berusaha untuk membuat sebuah peraturan perundangan baru yang menyatukan berbagai undang-undang anti diskriminasi yang terpisah tersebut.18   Alasan lain adalah juga untuk melindungi para pelapor/korban yang mengalami diskriminasi tidak semata-mata berdasarkan   pada   jenis   kelamin   mereka,   tetapi   juga   faktor   ras,   umur   dan
14 The Age Discrimination Act 2004 (Cth) section 14 : Discrimination on the ground of age--direct discrimination
For the purposes of this Act, a person (the discriminator ) discriminates against another person (the aggrieved person ) on the ground of the age of the aggrieved person if:
(a)  the discriminator treats or proposes to treat the aggrieved person less favourably than, in circumstances that are the same or are not materially different, the discriminator treats or would treat a person of a different age; and
(b)  the discriminator does so because of: (i) the age of the aggrieved person; or (ii) a characteristic that appertains generally to persons of the age of the aggrieved person; or (iii) a characteristic that is
generally imputed to persons of the age of the aggrieved person.
15 The age Discrimination Act 2004 section 15:
Discrimination on the ground of age--indirect discrimination
(1)  For the purposes of this Act, a person (the discriminator ) discriminates against another person (the aggrieved person ) on the ground of the age of the aggrieved person if:
(a) the discriminator imposes, or proposes to impose, a condition, requirement or practice; and
(b) the condition, requirement or practice is not reasonable in the circumstances; and
(c) the condition, requirement or practice has, or is likely to have, the effect of disadvantaging persons of the same age as the aggrieved person.
(2)  For the purposes of paragraph (1)(b), the burden of proving that the condition, requirement or practice is reasonable in the circumstances lies on the discriminator.
16 UU PKDRT telah diundangkan sejak tahun 2004, undang-undang ini memang meningkatkan kesadaran hukum banyak anggota masyarakat bahwa kekerasan terhadap seseorang (terutama perempuan) dalam keluarga aalah kekerasan dan dapat dipidana, tetapi undang-undang ini tidak serta merta membei kesadaran tentang kesetaraan (jender) atau pemahaman tentang diskriminasi (jender) baik kepada anggota masyarakat maupun aparat penegak hukum.
17 Ibid.
18 Di tingkat Federal, undang-undang anti diskriminasi berada di bawah kekuasaan Komisi Hak Asasi manusia pemerintah Australia. Apabila pelapor/korban tidak bisa menyelesaikan kasusnya di komisis ini maka mereka dapat mengajukan ke Pengadilan di tingkat Federal atau Pengadilan di negara bagian. Mayoritas complain diselesaikan melalui , dan sisanya ke pengadilan . sebagai contoh pada tahun 2009-2010 Komisi menerima 2517 pengaduan tentang diskriminasi. Dari sekian jumlah pengaduan, 32% ditolak, 50% diselesaikan, 13%dicabut, dan 5% tidak dilanjutkan. Pada tahun 2008, kebanyakan pengaduan 28% diselesaikan melalui pengadilan. Lihat Julia Monsur, op.cit, 538-9.

ketidakmampuan (termasuk dalam kelompok ini adalah lesbian, gay, transgender, biseksual dan atau intersex (LGTBI)).19  Upaya pemerintah Australia ini juga didukung oleh berkembangnya wacana hukum dan akademisi selama lebih dari 20 tahun bahwa kategori diskriminasi yang bersifat tunggal tidak lagi memadai untuk diterapkan kepada para korban yang sebenarnya mengalami berbagai bentuk diskriminasi atau multi diskriminasi yang disebut dengan intersectional discrimination.20  Menurut komisi kerja ini,   yang   dimaksud   dengan   intersectional   discrimination   adalah   discrimination experienced by a person because of two or more aspects of their identity.21  Akan tetapi dalam diskusinya Komisi kerja ini tidak memberikan contoh yang memuaskan tentang intersectional discrimination. Komisi ini hanya memberikan definisi dan contoh sebagai berikut:
Intersectional discrimination is discrimination experienced by a person because of two or more aspects of their identity. For example, a woman from a non-English speaking background may experience discrimination because of both her sex and race or an elderly man with a hearing impairment may experience discrimination because of both his age and disability22
Menurut Monsur, intersectional discrimination tidak semata-mata hanya menambahkan satu  atau  lebih  identitas  pada  diri  seseorang  untuk  menghasilkan  diskriminasi  yang bersifat kumulatif. hal ini terjadi karena intersectional discrimination  merupakan konsep baru, sehingga tidak mudah untuk dijabarkan. Sebagai akibatnya contoh yang diberikan oleh komisi belum menunjukkan pemahaman atau pengetahuan yang memadai untuk menjabarkan  lebih  lanjut  tentang  intersectionality  discrimination  ke  dalam  hukum positip. Monsur kemudian menganjurkan untuk melihat pada teori intersectional yang dikembangkan  oleh  Kimberlé  Crenshaw.23    Crenshaw  berpendapat  bahwa  berbagai macam   diskriminasi   terjadi   bersamaan   atau   saling   silang   pada   diri   seseorang (perempuan) yang telah menghasilkan suatu bentuk diskriminasi baru yang tidak (atau belum) terjangkau dan bahkan tidak (atau belum) dikenal oleh hukum positip. Teorinya dikembangkan   berdasarkan   pada   pengalaman   perempuan   (black   women)   yang mengalami diskriminasi karena identitas mereka sebagai kelompok, yaitu kelompok minoritas, ras, dan identitas mereka sebagai individu karena perbedaan jender.24
Oleh karena itu, contoh yang diberikan oleh komisi perubahan undang-undang anti diskriminasi di Australia jika ditinjau dari intersectional discrimination akan menyebabkan seorang perempuan yang berasal dari kelompok yang tidak berbahasa Inggris (mereka adalah para migran dan biasanya berasal dari tempat yang disebut dunia ketiga, atau negara tidak/belum berkembang atau developing countries) mungkin akan mengalami diskriminasi yang tidak hanya berasal atau berdasarkan jender atau ras, tetapi yang lebih mendasar dia akan mengalami diskriminasi dari pola pikir yang berasal dari
19 Julia Monsur, op.cit, 533.
20 Ibid.
21 Australian Government-Attorney-General’s Department, Consolidation of Commonwealth Anti–
Discrimination Laws (Discussion Paper, 2011) h. 24.
22 Ibid.
23 Julia Monsur, op.cit, 533.
24 Kimberlé Crenshaw, ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’ (1989) Chicago Legal Forum 139; Kimberle Crenshaw, ‘Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color’ (1991) 43(6) Stanford Law Review 1241, 1243-5.

kultur yang dominan (mereka yang berbahasa Inggris- white people) tentang perempuan yang berlatar belakang tidak berbahasa Inggris. Terdapat pola pikir atau stereotype terhadap perempuan yang berlatar belakang tidak berbahasa Inggris sebagai orang atau kelompok  yang  lemah  secara  phisik,  bergantung  atau  tidak  mandiri,  berpendidikan rendah dan patuh untuk hak-hal yang bersifat seks. Sebagai akibatnya, mereka rentan mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini tentunya juga menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan kasus diskriminasi yang dihadapinya jika kultur dan pola pikir yang dominan tidak berubah dan hukum positif tidak memberikan ketentuan untuk membantu penyelesaiannya. Situasi serupa telah dicontohkan oleh peneliti tentang akses kepada keadilan yang (terpaksa) ditempuh secara berbeda antara perempuan etnis Cina dan Jawa (lihat hal 13).
Dengan demikian, maka keberadaan berbagai undang-undang anti diskriminasi di negara Australia dan upaya untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang berkembang dari   konsep diskriminasi yang tunggal menuju kepada intersectional discrimination’ atau multi diskriminasi menunjukkan bahwa wacana diskriminasi sebenarnya bukanlah  konsep  yang abstrak. Diskriminasi adalah sebuah pengetahuan yang berkembang dan dapat dibawa ke dalam ranah hukum untuk kemudian dikonkritkan menjadi sebuah hukum positip. Akan tetapi, berkembangnya pengetahuan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk memahaminya dan selanjutnya mengejewantahkannya ke dalam ranah hukum.
3.   Substansi Hasil Penelitian
Pembahasan pada bagian ini lebih bersifat saran untuk kelengkapan dan perbaikan hasil
penelitian, khususnya pada hasil penelitian dan pembahasan, dan bagian kesimpulan.
Pada permasalahan pertama yang mempertanyakan bentuk bentuk penggeseran wacana tersebut dalam hukum positif dan tulisan para feminis, pemberian contoh hukum positif dan tulisan para feminis masih kurang mendalam. Menurut saya, akan lebih baik jika peneliti   menunjukkan   secara   lebih   terinci   pada   bagian   mana   dari   peraturan perundangan-undanganyang diteliti yang telah menggunakan atau mengandung kata dan unsur ‘kekerasan’. Misalnya judulnya tidak menggunakan kekerasan tetapi isinya telah menempatkan perempuan sebagai korban ‘kekerasan’. Hal yang sama perlu juga dilakukan terhadap tulisan para feminis; materi mana yang menurut peneliti telah menekankan pada wacana ‘kekerasan’. Selain itu, wawancara peneliti dengan tokoh feminis Indonesia perlu juga   ditampilkan lebih terinci. Meskipun peneliti sudah memberikan referensi (lihat hal 11 footnote nomor 16) tentang pendapat mereka, akan menjadi sangat menarik untuk mengetahui hasil wawancara ‘ekslusif’ mengenai pandangan mereka satu persatu secara terhadap wacana ‘diskriminasi’ dan ‘kekerasan’ dikaitkan   dengan   upaya   menghilangkan   diskriminasi   atau   kekerasan   terhadap perempuan Indonesia pada khususnya.
Permasalahan kedua dalam penelitian adalah tentang pergeseran wacana tersebut mempengaruhi perubahan bentuk kasus hukum berbasis jender. Dalam hasil penelitian disebutkan pergeseran wacana berimbas pada meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika menelaah hasil laporan Komnas, kasus kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan di wilayah privat dan public. Namun analisis peneliti   hanya   terpusat   pada  kasus   kekerasan   dalam   rumah   tangga,   dan   tidak memberikan analisis tentang kekerasan yang terjadi dalam ranah publik yang diatur

dalam KUHP (Lihat hal 15) dan berbagai undang-undang lainnya. Sehingga, apakah tepat jika peneliti menyimpulkan telah terjadi perubahan bentuk kasus hukum berbasis jender dengan hanya mendasarkan pada satu Undang-undang, yaitu UU PKDRT? (Lihat hal 21).
Permasalahan ketiga mengenai pengaruh makna dari pergeseran wacana tersebut bagi perjuangan  feminisme  di  Indonesia.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  “…  salah  satu pengaruh  adalah  hilangnya  minat  hukum  positif  dan  para  feminis  Indonesia  untuk mempersoalkan diskriminasi. Setidaknya mereka cenderung menganggap diskriminasi sebagai  sebuah  konsep  abstrak”  (hal  25).  Alangkah  menarik  jika  peneliti  mampu mempertautkan  hasil  penelitian  berupa  wawancara  dengan  tokoh  feminis  Indonesia mengenai pandangan mereka tentang wacana diskriminasi dan kekerasan – pengaruhnya terhadap  perjuangan  feminis  Indonesia.  Apakah  hilangnya  minat  dan  memandang diskriminasi sebagai konsep abstrak tersebut hanya semata-mata didasarkan kepentingan praktis, mengingat belum semua aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia sadar akan  kesetaraan  jender  dan  tentunya  persoalan  diskrimminasi  (jender).   Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadinya pergeseran tersebut kemungkinan besar lebih disebabkan  kemampuan  untuk  memahami  dan  menjabarkan  ‘pengetahuan’  tentang wacana diskriminasi ke dalam sebuah hukum positip. Jika tokoh feminis Indonesia sejak awal memiliki ‘pengetahuan’ untuk memahami dan mampu menjabarkan konsep ini ke dalam hukum positif maka pergeseran wacana ‘diskriminasi’ ke ‘kekerasan’ tidak akan terjadi, melainkan kedua wacana ini akan berjalan seiring dan saling melengkapi.
Selanjutnya adalah saran untuk perbaikan teknis penulisan kesimpulan yang sebaiknya disesuaikan  dengan  jumlah  permasalahan  dan  hasil  pembahasan  yang  telah  ditulis. Saran yang ada di dalam judul Bab 7 (lihat hal 27) belum tertulis di halaman setelah hasil kesimpulan. Oleh karena itu saran-saran perlu disampaikan dan ditulis dalam hasil penelitian.
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